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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

            Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi manusia 

karena perkawinan merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus ke dalam 

perbuatan yang hina dalam mengendalikan dan menyalurkan nafsu biologisnya. 

Dengan melakukan perkawinan, semua hal yang tidak diperbolehkan baik oleh 

agama maupun negara dilakukan antara dua manusia yang belum terikat dalam 

suatu tali perkawinan, menjadi boleh bahkan dalam beberapa ajaran agama, hal 

yang tidak diperbolehkan tersebut dapat menjadi suatu pahala.1 

            Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan 

dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai sepasang suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prof. 

Subekti berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan pertalian yang sah 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.2 

            Menurut K.Wantjik Saleh, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita dalam suatu perkawinan haruslah dibangun di atas nilai-nilai sakral 

berdasarkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Terjalinnya 

 
1Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love, Jakarta: Visimedia, 2015, 

hlm.58-59. 
2Anonim, Hukum Perdata: Pengertian Perkawinan, diakses dari 

https://tommizhuo.wordpress.com, pada tanggal 2 September 2022, pukul 14.00 WIB. 

https://tommizhuo.wordpress.com/


2 
 

 

ikatan lahir batin tersebut merupakan pondasi terciptanya keluarga yang bahagia 

dan abadi.3 

            Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa 

perkawinan dalam islam diartikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau 

miitsaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya 

merupakan suatu ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, perkawinan 

bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan 

rasa kasih sayang. Seperti yang tertuang dalam surat ar-Rum ayat 21. 

ن   لكَُم   خَلقََ  انَ   اٰيٰتهِ    وَمِن   وَاجًا انَ فسُِكُم   مِِّ ا ازَ  كُنوُ   وَدَّةً  بَي نكَُم   وَجَعلََ  الَِي هَا  لِِّتسَ  مَةً  مَّ رَح  فِي   انَِّ  ۗوَّ  

يٰت   ذٰلِكَ  م   لََٰ نَ  لِِّقَو  يَّتفَكََّرُو   

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan 

menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. 

            Perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci, sehingga wajib hukumnya 

untuk memenuhi berbagai syarat agar suatu perkawinan dapat dilaksanakan. Syarat-

syarat tersebut dimaksudkan agar perkawinan dilangsungkan dengan sungguh-

sungguh dan tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari 

norma dan ajaran agama. 

 
3K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm.15. 
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            Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat tersebut terbagi 

menjadi 2 (dua) jenis, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil 

merupakan syarat yang berkaitan dengan diri atau pribadi seseorang yang akan 

melangsungkan suatu perkawinan dan wajib untuk dipenuhi, sedangkan syarat 

formil merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur untuk 

melangsungkan suatu perkawinan.4 

            Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 22 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan 

perkawinan merupakan tindakan seseorang untuk mengajukan permohonan atau 

gugatan ke Pengadilan yang berwenang agar perkawinan yang telah 

dilakngsungkan dinyatakan batal atau tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan 

apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, atau adanya keadaan dan kondisi 

yang membuat dapat dibatalkannya suatu perkawinan.5  

            Menurut Abdul Rahman Ghozali, batalnya suatu perkawinan diartikan 

sebagai rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu 

syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh 

agama.6 Pembatalan perkawinan terjadi karena adanya permohonan pembatalan 

 
4Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm.41-42. 
5LHS & Partners, Pembatalan Perkawinan, diakses dari https://kantorhukum-lhs.com, 

pada tanggal 21 Agustus 2022, pukul 05.30 WIB. 
6Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cetakan Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2008, hlm.141. 

https://kantorhukum-lhs.com/
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perkawinan yang dilakukan dan diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

atau yang merasa telah dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. Adanya 

kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak membuktikan bahwa perkawinan 

yang telah terjalin tersebut memiliki kekurangan terhadap syarat-syarat 

perkawinan. 

            Salah satu faktor yang dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan 

adalah karena perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua sehingga dalam hal 

ini seorang suami dan istri belum cukup mengenal satu sama lain, dan terkadang 

setelah menikah baru mengetahui bahwa salah satu pihak telah menyembunyikan 

cacat jasmani maupun cacat rohani nya. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai 

penipuan atau salah sangka yang baru diketahui setelah adanya perkawinan dan 

apabila salah satu pihak tidak dapat menerima, maka dapat mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama setempat.7 

            Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 

312/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertulis bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 terjadi 

pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I yang telah tercatat di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara. Pernikahan antara Penggugat dan 

Tergugat I dilakukan dengan melalui perjodohan antara kedua orang tua Penggugat 

dan Tergugat I. 

 
7Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN 

PERKAWINAN KARENA PENIPUAN  ATAU SALAH SANGKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Agama Surakarta Nomor: 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska), Vol.5 No.2, 2021, hlm. 113. 
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            Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orang tua Tergugat I, bahwa 

kondisi kesehatan jasmani dan mental Tergugat I dalam keadaan normal dan baik-

baik saja termasuk disampaikan bahwa Tergugat I rajin sholat dan rajin menghadiri 

taklim kajian ilmu agama di tempat tinggalnya. Namun, setelah menikah dan 5 

(lima) hari tinggal bersama dalam satu rumah, Penggugat mendapati bahwa 

Tergugat I memiliki penyakit mental.  

            Alasan pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I adalah 

karena Penggugat merasa ditipu dan direpotkan dengan adanya penyakit mental 

yang dimiliki oleh Tergugat I. Kasus tersebut sangat menarik sehingga 

menimbulkan keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai 

pembatalan perkawinan dan mengangkat masalah tersebut menjadi skripsi dengan 

judul: “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Keterbukaan 

Mengenai Kondisi Kesehatan Mental (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pembatalan perkawinan karena tidak 

adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental sebagaimana 

dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr? 
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2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor terhadap 

Perkara Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai 2 (dua) hal, yaitu: 

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan 

karena tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental 

berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 

312/Pdt.G/2022/PA.Bgr. 

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan dengan jelas dasar Pertimbangan 

Hukum Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan Nomor 

312/Pdt.G/2022/PA.Bgr. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

      Hasil penelitian hukum yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak 

Adanya Keterbukaan Mengenai Kondisi Kesehatan Mental (Studi Kasus Putusan 

Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr)” ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan di bidang hukum 

perdata, khususnya di bidang perkawinan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi 

peneliti mengenai pembatalan perkawinan terutama alasan-alasan yang dapat 

menjadi penyebab suatu perkawinan dapat dibatalkan dan bagaimana pembatalan 

perkawinan karena tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

b. Bagi masyarakat dan para pihak yang terikat dalam perkawinan 

      Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat dan para pihak yang terikat dalam perkawinan mengenai pembatalan 

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

      Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi referensi yang sudah 

ada, sebagai penambah bukti penelitian, dan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan memperbaiki kekurangan yang ada mengenai pembatalan 

perkawinan karena tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental. 

d. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di bidang Hukum Perdata 

dan Hukum Perkawinan sebagai bahan literatur pembelajaran khususnya mengenai 
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pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

      Ruang lingkup penelitian memiliki definisi sebagai sebuah metode pembatasan 

permasalahan dan juga ilmu yang akan dikaji.8 Lebih jelasnya lagi, ruang lingkup 

penelitian diibaratkan suatu bingkai dari sebuah penelitian, mempersempit 

permasalahan, dan membatasi area penelitian.9 Ruang lingkup penelitian dibuat 

agar penulisan dalam penelitian ini lebih terarah dengan dilakukannya pembatasan 

analisis dan menitik beratkan permasalahannya pada analisis pembatalan 

perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 

312/Pdt.G/2022/PA.Bgr dan pembatalan perkawinan karena tidak adanya 

keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental menurut Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga 

skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. 

 

F. Kerangka Teori 

      Secara umum, kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang 

berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian 

 
8 Laeli Nur Azizah, Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Manfaat, dan Cara 

Menentukannya, diakses dari www.gramedia.com, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 21.32 WIB. 
9 Bambang Sunggono, Meteodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2011, hlm.111. 

http://www.gramedia.com/
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yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut.10 Kerangka teori merupakan 

suatu gambaran secara konseptual atau rencana yang didalamnya berisi tentang 

penjelasan dari hal-hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan 

pada hasil dari penelitian tersebut.11 

1. Konsep Perkawinan 

      Setiap manusia pasti memiliki harapan untuk mempunyai pasangan atau 

pendamping hidup. Bahwa dalam intisari hidup yang penuh keindahan, tuhan telah 

mentakdirkan ciptaan-Nya dalam wujud berpasang-pasangan sehingga dapat hidup 

bersama atau berdampingan, saling menyayangi, serta saling mengasihi.12 

      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat 

(2) perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Dari definisi Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

telah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa pengertian 

yang terkandung di dalamnya, yaitu: 

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami dan istri. 

 
10Yusuf Abdhul, Kerangka Teori: Pengertian, Contoh, dan Cara Membuat, diakses dari 

https://penerbitbukudeepublish.com, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 18.50 WIB. 
11 Laeli Nur Azizah, Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya, diakses 

dari https://www.gramedia.com, pada tanggal 5 September 2022, pukul 15.44 WIB. 
12 Khoirul Anam, Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum di Indonesia 

(Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadengan Kompilasi Hukum Islam), Jurnal 

Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol.5 No.1, 2019, hlm.61 

https://penerbitbukudeepublish.com/
https://www.gramedia.com/
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2. Ikatan lahir batin memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia, kekal, dan sejahtera. 

3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan yang dimiliki tersebut berdasarkan pada sila 

pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. 

      Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Pasal 2, perkawinan  

diartikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk 

mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.13 

      Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila syarat-syarat sah perkawinan 

telah terpenuhi, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan baru 

dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaan para pihak serta perkawinan tersebut tercatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

      Salah satu dari asas dan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa 

tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan 

kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil.14 Sedangkan tujuan dari perkawinan menurut 

Hukum Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan 

mendirikan rumah tangga yang damai dan sejahtera. 

 
13 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm.33. 
14 Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm.40. 
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2. Teori Perlindungan Hukum 

      Perlindungan Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa 

yang menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan 

tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran  terhadap 

peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.15 

      Menurut Satjipto Rahardjo. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan 

untuk memberikan pengayoman terhadap kepentingan atau hak asasi manusia yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar tidak 

terjadi penyimpangan antar-kepentingan dan agar seluruh masyarakat dapat 

memahami seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. 16 

      Perlindungan hukum memiliki prinsip terhadap segala tindakan yang dilakukan 

pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia karena lahirnya konsep-konsep yang 

menjunjung pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berarah pada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 

      Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi 

rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.17 

 

 
15 Tim Hukum Online, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara 

Memperolehnya, diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 21.14 

WIB. 
16 Luthvi Febryka Nola, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI), Jurnal Negara Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.7 No.1, 

2016, hlm.40. 
17 Tim Hukum Online, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara 

Memperolehnya, diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 21.14 

WIB. 

http://www.hukumonline.com/
http://www.hukumonline.com/
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a. Perlindungan Preventif 

      Perlindungan preventif adalah kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk 

mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. 

b. Perlindungan Represif 

      Perlindungan represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan 

suatu sengketa. Perlindungan hukum disini adalah suatu jaminan yang diberikan 

oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan 

hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subyek hukum. 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

      Pertimbangan atau Considerans merupakan suatu dasar dari putusan hakim. 

Yang dimuat dalam bagian pertimbangan (Considerans) ini adalah alasan-alasan 

atau hasil dari pemikiran hakim sebagai pertanggungan jawabnya pada masyarakat 

mengapa ia mengambil putusan demikian, sehingga memiliki nilai yang objektif. 

Pertimbangan dalam putusan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Pertimbangan tentang duduknya perkara, yaitu harus memuat ringkasan 

gugatan dan jawaban, alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, 

sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok sengketa dan cara 

pemeriksaan dilangsungkan.  

b. Pertimbangan tentang hukumnya, yaitu harus memuat hal-hal yang diakui atau 

tidak disangkal, pokok persoalan, analisis secara yuridis mengenai segala faktor 

atau hal-hal yang terbukti dalam suatu persidangan, pertimbangan hukumnya 

yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut, yang harus disusun secara logis 
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dan sistematis saling berhubungan (Samenhang) dan isi mengisi, alasan yang 

cukup daripada pertimbangan hukum tersebut, dan semua bagian dari petitum 

penggugat harus diadili satu demi satu. 

      Dalam proses beracara, terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak 

dan hakim, yaitu para pihak haruslah mengemukakan peristiwanya atau fakta-

faktanya, sedangkan hakim mengenai hukumnya.18 

      Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah dengan seadil-adilnya dan sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, seorang hakim harus 

menyeseuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit atau kejadian-

kejadian konkrit dalam masyarakat dan menambah Undang-Undang apabila 

diperlukan.19 

 

G. Metode Penelitian 

      Penelitian hukum adalah suatu proses analisa yang meliputi metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala 

hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.  

      Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis 

yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum. Dalam arti yang 

sempit, penelitian hukum dipahami terbatas pada karya-karya yang berkontribusi 

pada kemajuan ilmu hukum (yang tidak termasuk bahan-bahan seperti buku teks 

 
18 Ahmaturrahman, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Indralaya, Universitas Sriwijaya, 

2020, hlm.107. 
19 E. Utrecht dan Moch. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: 

Sinar Harapan, 1980, hlm.204 
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dan buku kasus).20 Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan data-data 

yang berupa: 

1. Jenis dan Tipe Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.21 Pada penelitian 

hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, 

sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri 

dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.22 

b. Tipe Penelitian 

      Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

melukiskan tentang suatu hal tertentu pada saat tertentu. 

2. Pendekatan Penelitian 

      Pendekatan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk 

memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang sebelumnya 

telah dibuat.23 Pendekatan yang penulis gunakan dalam metode pendekatan 

penelitian ini terdiri dari: 

 
20 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, Surabaya: CV.Jakad Media 

Publishing, 2020, hlm.4. 
21 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13. 
22 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-VIII, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.114. 
23 Red, Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum, diakses dari 

www.hukumonline.com, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 21.20 WIB. 

http://www.hukumonline.com/
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1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

isu hukum yang ditangani. 24 

2. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

      Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menelaah kasus-kasus yang berkaitan atau bersangkut paut dengan isu yang 

dihadapi, yang mana kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan yang tetap. 

3. Sumber dan Bahan Penelitian 

      Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penelitian hukum normatif 

merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan. Maka, data 

yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah data kepustakaan yang meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer (primary law material) 

      Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan 

hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas.25 

Bahan hukum primer ini terdiri dari: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

 
24 Johnny Ibrahim, Teori & Meteodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing, 2010, hlm.299. 
25 I Ketut Suardita, S.H., M.H., Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi 

Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, diakses dari 

https://simdos.unud.ac.id, pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB. 

https://simdos.unud.ac.id/
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

5. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991; 

dan 

6. Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr. 

b. Bahan Hukum Sekunder (secondary law material) 

      Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, 

jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan 

permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier (tertiary law material) 

      Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan 

ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

       Dalam melakukan penelitian ini teknik yang penulis gunakan dalam 

pengumpulan data yaitu dengan mengutip data-data yang bersumber dari catatan-

catatan ataupun dokumen-dokumen yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku, 

jurnal, website, peraturan perundang-undangan, dan putusan Pengadilan Agama. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

      Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah teknik analisis bahan hukum kualitatif. Analisis ini digunakan jika bahan 

hukum yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tulisan.26 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

      Penarikan kesimpulan merupakan hasil final atau akhir dari suatu penelitian. 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian yang 

telah dirumuskan sebelumnya.27 Penelitian dalam penulisan skripsi ini menarik 

kesimpulan secara deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dari sesuatu yang 

bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.28 

H. Sistematika Penulisan 

      Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terbagi 

ke dalam beberapa sub bab, yaitu: 

BAB I 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

 
26 P.Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Asdi Mahasastya, 

2009, hlm.162. 
27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 

202. 
28Aditya Priyatna Darmawan, Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta 

Contohnya, diakses dari https://www.kompas.com, pada tanggal 14 September 2022 pukul 21.28 

WIB. 
 

https://www.kompas.com/
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BAB II 

Bab ini berisi tinjauan Pustaka dari penulisan skripsi yang akan menguraikan 

pokok-pokok permasalahan yang digunakan selama penelitian yang terdiri dari 

perkawinan, pembatalan perkawinan, dan penyakit mental. 

BAB III 

Pada bab ini, segala  permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I akan dibahas 

dan dianalisis yang kemudian akan diuraikan berdasarkan teori-teori yang telah 

diuraikan sebelumnya pada Bab II. 

BAB IV 

Bab ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran-saran mengenai permasalahan yang sebelumnya telah dibahas. 
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